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B. Peraturan Perundang – Undangan 
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok – Pokok 
Agraria. 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan konversi 
Hak Penguasaan Atas Tanah Negara. 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan 
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